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KAJIAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN BIAYA PENGURUSAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PRONAN
(PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA)

Fajaruddin®

ABSTRAK

Operasi Proyek Pertanian Nasional (PRONA) merupakan salah satu upaya pemerintah
dalam menyelenggrakan percepatan pertama pencepatan pertama pendaftaran tanah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peran yang jelas untuk menciptakan
tatanan kehidupan bersama yang lebih adil menjami keberlanjutan masyarakat, bangsa dan
negara, dan hal ini sejalan dengan pelaksanaan agenda sebelas Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia khususnya dalam meningkatkan layanan pendaftaran kegiatan PRONA
dikenal sebagai kegiatan pensertipikatan gratis, tetapi dalam praktknya sering ditemukan
biaya retribusi sekitar bagtian dalam kegiatan proyek oleh operator tersebut kepada peserta
masyarakat. Setelah diteliti dan dianalisis, ternyata tidak semua kegiatan yang Prona gratis
tetapi ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta yang tidak benar-benar
dibebankan pada anggaran Negara melalui Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia,
pemungutan biata secara hukum dibenarkan asal ada dasar hukum dan biaya merupakan
kesepakatan bersama antara pelaksana Prona tingkat desa dengan peserta prona.

Kata Kunci : Kajian, Hukum, Biaya Prona

'Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
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A. Latar Belakang

Proyek Operasional Nasional Agraria atau yang lebih dikenal dengan singkatan
PRONA merupakan salah satu dari beberapa kegiatan sertipikasi tanah yang
digelontorkan pemerin melalui institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik
Indonesia/KEMEN-AIR. (dahulu BPN RI). Tujuan kegiatan PRONA adalah
memberikan pelayanan pendaftaran ranag pertama kali (khusus bagi tanah-tanah yang
belum terdaftar dan/atau belum bersertipikaot) dengan proses yang sederhana, mudah,
cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sebagai salah sate
implementasi dari amanah Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).?

Penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah pertama kali hendaknya
memperhatikaR prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekaliglts berperan secara jelas untuk menciptakan tatanan kehidupan
bersama yang lebih berkeadilan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bemegara untuk meminimalkan masalah, sengketa, konflik dan perkara
pertanahan. Hal jugs sejalan dengan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN RI® terkhusus
dalam upaya peningkatan pelayanan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan
penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Ditilik dari sejarahnya PRONA yang telah dilakukan pemerintah sejak dekade
1980-an sampai dengan scat ini merupakan kegiatan yang “laris manis' ditengah-tengah
masyarakat sebab PRONA dinilai sebagai sebuah langkah kreatif pemerintah dalam
mewujudkan impian pasal 19 UUPA tersebut di atas. Pada era 1980-an semasa BPN RI
masih bernaung di bawah Ditjen Agraria Depdagri pelaksanaan PRONA memiliki
payung hukum berupa tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu; Nomor 189 Tahun
1981, Nomor 220 Tahun 1981 dan Nomor 256 Tahun 1982. Setelah hampir lama nyaris
punah, PRONA hadir kembali dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Rl Nomor: 201V-2000 Tahun 2000 yang kemudian digantikan
dengan Surat Edaran Kepala BPN RI cg. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran
Tanah Nomor 963-310-D.1l tanggal 28 Maret 2008 dan Nomor 1659-310-D.II tanggal
16 Mei 2008 sebagaimana diubah oleh Surat Kepala BPN RI cq. Deputi Hak Atas
Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 1079/17.1-300/111/2013 tanggal 19 Maret 2013
tentang Petunjuk Teknis PRONA.

Kebijakan PRONA baik dalam persi peraturan lama maupun dalam persi
pelaksanaan Landreform dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang
pertanahan sebagai upaya pastisipatif dalam Catur Tertib Pertanahan yaitu tertib hukum

2Bunyi Pasal 19 UUPA "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia".

311 Agenda BPN RI RI antara lain; 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan
Nasional. 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh
di seluruh Indonesia. 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).4. Menyelesaikan
persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik. 5. Menangani dan
menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 6
Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen
pertanahan di seluruh Indonesia. 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat. 8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah Skala besar. 9.
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan. 10.
Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan
kebijakan Pertanahan.
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pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan dan sumberdaya
lingkungan, dan sekala prioritas pelaksanaan PRONA didasarkan pada pengentasan
kemiskinan dengan membidik lokasi desa tertinggal dan bidang-bidang tanah milik
masyarakat golongan ekonomi lemah menengah.*

Maksud dan tujuan dari PRONA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekaligus upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas secara eksplisit
dapat diartikan bahwa sertipikat tanah sebagai produk dari kegiatan PRONA nantinya
daharapan dapat bersifat ekonomis; bisa berupa jaminan pmjaman modal usaha
perbankan maupun nilai ekonomis lainnya. Sesuai dengan filosofi tersebut, untuk
meringankan biaya masyarakat maka kegiatan PRONA sudah barang tentu disponsori
oleh dana APBN vyang dikucurkan melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)
BPN M. Ditingkat praktis, banyak sekali fenomena sosial yang muncul dalam
pelaksanaan PRONA, terutama menyangkut soal pungutan-pungutan biaya di masyarakat
yang tidak jarang berujung di meja hijau.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut;
1. Bagaimana aturan hukum tentang biaya PRONA?
2. Bagaimana kajian Hukum terhadap pungutan biaya PRONA dari masyarakat?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aturan hukum tentang biaya PRONA?
2. Untuk mengkaji dari aspek hukum terhadap pungutan biaya PRONA dari
masyarakat?

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normati€ Artinya penelitian
dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada
berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan
serta referensi lainnya yang berkaitan dengan persoalan kajian hukum terhadap
pungutan biaya PRONA.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah adalah dengan melakukan pendekatan basil kajian
normatif dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan pungutan
PRONA.

4SUWARDI, dalam makalah berjudul; Sistem Sertipikasi Hak Atas Tanah di Indonesia Sebagai
Perwujudan Pasal 33 UUD 1945.
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E. Pembahasan

1. Aturan Hukum Tentang Biaya Prona
Membahas soal biaya PRONA, acap kali mengundang kontroversi dan bahkan

fitnah, terutama fiitnah terhadap institusi BPN M. Hal ini disebabkan oleh adanya
pemahaman yang berkembang ditingkat masyarakat yang memandang bahwa PRONA
adalah gratis.
Pemahaman im bertolak dari pemahaman yang keliru bahwa PRONA merupakan proyek
sertipikat tanah untuk “orang susah', lalu mengapa orang susah masih hams dipungut
biaya?

Di lain sisi, kenyataan bahwa ditemukan besaran pungutan PRONA bervariatif
antara 250 ribu sampai dengan 500 ribu per-bidang® semakin memperkuat asumsi negatif
publik bahwa ada dugaan penyimpangan terhadap pembiayaan kegiatan PRONA atau
lazim disebut dengan PUNGLI (Pungutan Liar). Bahkan naifnya, tersiar kabar bumng
sebagian dari besaran pungutan tersebut mengalir ke kantong-kantong oknum pegawai
BPN RI sebagai pelaksana PRONA.

Dalam pelaksanaan PRONA layakanya dalam melaksanakan kegiatan lainnya
masyarakat sebagai peserta PRONA memiliki hak dan kewajiban. Hak masyarakat
sebagai peserta PRONA ialah memproleh sertipikat hak miliki bukti kepemilikan hak
atas tanah yang is kuasai sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang melekat di
dalamnya. Sedangkan kewajiban peserta PRONA adalah memenuhi persyaratan dan
ketentuan sebagai peserta PRONA. Kewajiban peserta PRONA tergambar dalam bagan

dibawah ini;
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BAGAN 1 PERSYARATAN & KETENTUAN PRONA

Untuk melihat ketentuan tentang teknis kelengkapan administrasi pendaftaran
tanah dijabarkan dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan
ketentuan menyangkut soal biaya PRONA akan diulas berdasarkan Surat Edaran Kepala

5Besaran angka pungutan tersebut variatif yang dapat ditemui terhadap masyarakat di beberapa
desa/kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi PRONA di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.
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BPN RI cq. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 963-310-D.TI tanggal
28 Maret 2008 sebagaimana diubah oleh Surat Kepala BPN RI cq. Deputi Hak Atas
Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 1079/17.1-300/11U2013 tanggal 19 Maret 2013
tentang Petunjuk Teknis

PRONA,; salah sate butimya mengisyaratkan bahwa target atau sasaran calon peserta
PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi menengah.

Lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PRONA juga secara gamblang memilah mana
pembiayaan PRONA yang dipsonsori dan/atau dibiayai oleh negara melalui APBN dan
mana kegiatan yang tidak ditanggung oleh negara dan/atau ditanggung oleh peserta
PRONA. Petunjuk Teknis PRONA menyebutkan rangkaian kegiatan PRONA yang
disponsori dan/atau dibiayai oleh negara di antaranya adalah kegiatan;
penyuluhan/sosialisasi PRONA, pengumpulan data yuridis (pengumpulan data-data
permohonan calon peserta PRONA), pengukuran bidang/tugu orde 4, penetapan hak dan
pendaftaran tanah serta penerbitan sertipikat.

Selanjutnya pada angka 4 (empat) masih dalam surat edaran yang sama
menengaskan bahwa biaya-biaya yang ditanggung peserta PRONA dan/atau biaya yang
tidak ditanggung negara ialah biaya yang timbul dalam memohonkan hak atas tanah
melalui PRONA seperti biaya-biaya materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi yang terkena sesuai dengan
hitungan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) berdasarkan UU No. 28 Tahun
2009 yang nilainya di atas Rp. 60 juta.

Berdasarkan penjabaran dua butir dalam surat edaran petunjuk teknis PRONA
tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PRONA tidaklah GRATIS. Artinya ada
dua Klasifikasi biaya yang hams difahami Pertama; BIAYA PENGURUSAN vyaitu biaya
yang ditanggung oleh masyarakat yang timbul akibat adanya permohonan hak atas tanah
melalui PRONA, berupa; sate set komplit permohonan hak atas tanah yang telah
dipasang materai dan dibubuhi tanda tangan-tandantangan pihak-pihak yang
berkepentingan berikut alas hak/surat bukti pengaaaan atas tanah, Patok Tanda Batas,
kemudian biaya BPHTB dan PPh Final bagi yang terkena.

Kedua; BIAYA PROSES yaitu biaya yang ditanggung dan/atau dibiayai oleh
negara melalui APBN berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat BPN RI
di antaranya; pra-kegiatan seperti penyuluhan/sosialisai PRONA kepada masayarakat
calon peserta, biaya kegiatan pengumpulan data yuridis atau pengumpulan data
permohonan hak calon peserta PRONA (tidak termasuk pengadaan blanko permohonan
dan kelengkapan admnisitrasi yang menjadi tanggung jawab peserta menyangkut
permohonan hak), biaya kegiatan pengukuran fisik bidang tanah, dan biaya-biaya
kegiatan lanjutan lain di Kantor Pertanahan Kab/Kota berupa Penetapan dan Penerbitan
SK Hak Atas Tanah, Pendafataran Hak serta Penerbitan Sertipikat.

Seyogianya, untuk klasifikasi biaya yang kedua jika pendaftaran tanah dilakukan di
luar kegiatan PRONA dan/atau pendafataran tanah secara pribadi maka biaya atas
kegiatankegiatan tersebut ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk setoran ke negara
atau dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP sebagaimana diatur dalam
PP 13 Tahun 2010 namun biaya tersebut digratiskan/dibebankan kepada negara sebagai
salah sate ciri khas PRONA).
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Secara tegas kedua klasifikasi biaya tersebut di gambarkan dalam bagan di bawah ini.

SaTE

BAGAN 2 KLASIFIKASI BIAYA PRONA

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana bisa terjadai pungutan biaya PRONA
mencapai Kisaran 200 ribu s.d 500 ribu rupiah perbidang di tingkat kelurahan/desa?, apa
dasar pungutan tersebut dan kemana peruntukan pungutan dana tersebut? apakah
pungutan tersebut dapat dikategorikan PUNGLI?. Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini akan

Kajian Hukum Terhadap Pungutan Biaya Prona
a. Aspek Sosiologi
PRONA pada tataran praktis sebenarnya adalah merupakan kegiatan
sertipikasi tanah bersifat kolektif Dari ciri sifatnya yang kolektif maka sudah barang
tentu hares dilakukan secara terkoordinir. Alur kegiatan PRONA dapat dilihat dalam
bagan berikut;

o

<7
- /_-1 /. <
: & DESA
PEMOHON! = {
KELOMPOK MASYARAKAT ~ _  KELURALAN
y. \) |
(} o |
A B A
) vt/
// =D
5 DN
BPN

BAGAN 3 ALUR PROSES PERMOHONAN PRONA
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Dari bagan tersebut, terdapat lingkaran aktif dari masing-masing pihak yang
terlibat dalam kegiatan PRONA. Pemerintah Desa/Kelurahan memegang perananan
penting dalam hubungan ini. Tingkat koordniasi terletak pada level pemerintahan
desa/kelurahan sebagai struktur pemenntahan terendah di negara ini yang bertugas
mengatur dan mengurusi hajat hidup warga di desa/kelurahan tersebut. Logisnya,
pemerintah desa/kelurahan-lah yang memahami data kependudukan dan data
penguasaan tanah-tanah yang ada di wilayahnya termasuk potensi konflik yang ada di
dalamnya. Lebih jauh dari itu, pemerintah desa/kelurahan dianggap sebagai lembaga
kemasyarakatan yang memiliki fungsi antara lain;'

1) Untuk memberkan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka hams
bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat
yang temtama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.

2) Untuk menjaga keutuhan masyrakat yang bersangkutan.

3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian
sosial.

Dalam aspek pengumsan sertipikasi tanah yang dikuasai masayarakatnya melalui
PRONA, desa/kelurahan beperan penting dalam menginventarisir sekaligus
mengidetifikasi lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah (meski
belum ada mjukan yang jelas dalam penentuan kelasifikasi ini) yang layak untuk
diusulkan sebagai calon peserta PRONA dengan memperhatikan maksud dan tujuan
PRONA temtama lapisan masyarakat ekonomi lemah dan menengah sebagaimana
dijabarkan dalam Surat Edaran tentang petunjuk teknis PRONA tersebut di atas. Jika hal
ini dilaksanakan dengan baik oleh pamtia desa/kelurahan diyakini tidak lagi akan
ditemukan pejabat eselon 111 ke atas dan/atau 'orang kaya' maupun 'tuan takur' yang
menjadi peserta PRONA yang endingnya sudah barang tentu akan menimbulkan
kecembuman sosial atau lebih parahnya lagi menimbulkan ketidakadilan sosial di
tengah-tengah masyarakat. Lebih jauh dari itu PRONA dinilai tidak lagi tepat sasaran
dan melenceng dari nilai paedagogisnya (nilai muminya).

Di lain pihak pengumsan PRONA yang dilakukan secara kolektif mengisyaratkan
bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan pengumsan PRONA tidak dapat dilakukan secara
personal atau pribadi masayarakat. Contohnya; dalam hal pengumpulan blanko
permohonan dan alas hak sangatlah merepotkan jika satu persatu warga masyarakat yang
hams melengkapinya dan mengajukannya ke Kantor Pertanahan Setempat tanpa
dikoordinir oleh pihak pemerintah desa/kelurahan. Selain tidak efektif, hal ini juga akan
menyulitkan petugas kantor pertanahan dalam melakukan pendataan. Oleh karenanya
untuk mengintegrasikan serta memadukan tahapan kegiatan PRONA yang akan
dilakukan oleh petugas BPN RI maka hams didukung dengan pembentukan panitia di
tingkat pemerintah desa/kelurahan yang memiliki legalitas formal (apakah dalam bentuk
SK Kades/ SK Lurah tentang pembentukan panitia desa/kelurahan maupun dalam bentuk
kesepakatan kolektif masyarakat secara lisan) yang begas khusus melaksanakan serta
membantu tahapan PRONA di lapangan. Begitu juga dengan masalah pembiayaan,
bayangkan berapa lama waktu yang diperlukan jika masayarakat diserahkan sepenuhnya
secara personal untuk melengkapi pesyaratan addminitrasi dan kelengkapan berkas
secara sendiri-sendiri; mulai dari membeli materai sendiri, menfotocopy dan melengkapi
dokumen-dokumen yang diperlukan secara sendiri-sendiri dan lain sebagainya.

Singkatnya secara sosiologis peranan pemerintah desa/kelurahan sebagai sebuah
kelembagaan yang diakui dan dipatuhi masyarakat bertugas membangun kolektifitas
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di lapangan. Mesti ada beberapa hal
yang hams dilkakukan secara pribadi seperti pendantanganan belanko permohonan_
penunjukan batas bidang tanah dan lain-lain namun secara totalitas tahapan kegiatan
dalam PRONA haruslah terorganisir.
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b. Aspek Yuridis.

Berkaitan dengan pemungutan biaya PRONA yang dilakukan baik oleh kepala
desa/lurah maupun o/eh panitia desa Bering Kali disalabartikan bahkan diarahkan &epada
tuduhan PUNGLI. Sifat kolektifitas tadi seharusnya mampu menjelaskan duduk
persoalan kemana arch pungutan tersebut di lakukan. Maksudnya, dalam tahapan
pelaksanaan kegiatan PRONA yang sifatnya kolektif tadi juga hams merincikan ke-
kolektif-an biaya-biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumsan sertipikat PRONA
yang nyata dan jelas memang tidak ditanggung oleh negara dan/atau mutlak sepenuhnya
menjadi tanggung jawab para peserta PRONA. Jenis-jenis persyaratan yang
memungkinkan timbulnya biaya juga sudah amat jelas terpapar dalam penjelasan di atas.
Pertanyaannya apa is untuk membeli materai dan memfotocopy blanko perlengkapan
permohonan PRONA mencapai angka 250 ribu s.d 500 ribu mpiah perbidang?

Perlu digaris bawahi bahwa selain kebutuhan real dalam hal pengadaan blanko dan
materai-materai, tidak menutup kemungkinan juga dihitungkan biaya real dalam bantuan
operasional teknis panitia desa/kelurahan yang membantu dan/atau mengorganisir dalam
melaksanakan kegiatan PRONA di lapangan, katakan saja misalkan; konsumsi dan
bantuan transportasi panitia desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut atau
juga honor kepala desa/lurah dalam penandatangan legalitas Surat Keterangan
Tanah/Alas Hak, biaya-biaya logistik rapat dan teknis lainnya. Pendeknya biaya-biaya
tersebut memang di-breakdown untuk kepentingan pelaksanaan pengumsan kegiatan
PRONA di tingkat desa/kelurahan dan biaya-biaya ini dapat dikategorikan ke dalam
klasifikasi biaya pengumsan PRONA. Lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimana bisa
dikatakan biaya-biaya yang ditentukan dan dipungut dari masyarakat tersebut di atas
dikatakan bukan PUNGLI?

Berbicara soal PUNGLI atau Pungutan Liar jika dilihat secara terminologi terdapat
dua suku kata, yaitu; Pungutan dan Liar. Pungutan bisa diartikan sebuah tindakan
mengambil, meminta dan atau menerima sesuatu, sementara liar dapat dilihat sebagai
suatu kondisi yang tidak tersusun rapi atau tidak teratur. Singkatnya, pungutan liar dapat
diartikan sebagai sebuah tindakan menerima atau mengambil sesuatu tanpa aturan yang
jelas.

Dalam konteks PRONA, pengambilan biaya dari masyarakat peserta PRONA yang
umumnya berkisar 250 ribu s.d 500 ribu mpiah sudah barang tentu hams didasarkan pada
pertimbangan kebutuhan real dan azas kelayakan vyaitu besaran biaya yang tidak
memberatkan masyarakat. Dan kebutuhan tersebut bukan merupakan asumsi personal
melainkan sebuah kesepakatan para pihak melainkan asumsi kolektif atau lebih tegasnya
merupakan kesepakatan para pthak (masyarakat sebagai peserta, Pemerintah
Desa/Kelurahan Sebagai Panitia dan unsur masyakat lain yang berkompeten seperti;
BPD, Tokoh Agama, Adat dan lain sebagainya) dan dalam kesepakatan tersebut
hendaknya termasuk menuangkan perincian penggunaan dana untuk apa saja dan kemana
saja dana tersebut nantinya sehingga akan lebih transparan dan memenuhi azas publisitas.
Untuk memenuhi legalitas formal, maka sudah selayaknya kesepakatan soal besaran
biaya PRONA dimaksud dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara
Kesepakatan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang menyepakatinya.

Jika sudah menjadi kesepakatan (terlebih dalam bentuk tertulis) maka dalam aspek
hukum perdata kesepakatan tersebut dinilai sebagai sebuah perjanjian yang memuat
aturan atau acuan hukum bagi yang menyepakatinya.’

Jika sudah diatur secara jelas terperinci dan tersusun rapi dalam sebuah berita
acara kesepakatan besaran pungutan biaya PRONA telah disepakati dan telah teregister
dalam aganda Surat menyurat pemerintah desa/kelurahan apakah pungutan terhadapa
biaya PRONA masih bisa dituduh sebagai PUNGLI?

Rasanya tidak, sepanjang belum ada aturan tentang sumber pembiayaan bagi
peserta kegiatan PRONA yang semestinya menjadi tanggung jawab pemohon dan selama
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penggunaan dana pungutan tersebut tidak 'mengaliri' kegiatan-kegiatan yang sudah
dibiayai atau memiliki sumber dana yang jelas, sebut saja misalkan salah satu
penggunaan dana tersebut adalah untuk membayar upah atau honor petugas BPN RI yang
turun ke lapangan.

Jelas hal tersebut bertentangan dan menyalahi sebab seperti yang telah dikatakan
diawal bahwa kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses penerbitan sertipikat PRONA
yaitu yang berkaitan dengan opersional kegiatan di level Kantor Pertanahan termasuk
honor-honor petugas BPN RI yang tumn ke lapangan telah mendapatkan support dana
dart APBN sehingga jika dana yang dipungut dart masayarakat peserta PRONA masih
'mengaliri' BPN R1 maka sudah terjadi tumpang tindih pendanaan bagi personil BPN M.

Jadi jika ada pemyataan Institusi BPN RI melakukan PUNGLI tehadap biaya
PRONA, penyataan ini hams diteliti terlebih dahulu, terkecuali ada bukti dan fakta yang
menunjukan oknum personil BPN RI yang bemsaha melakukan 'mufakat jahat' dengan
kades/lurah atau perangkat dart panitia desa dalam melaknsakan PRONA di
desa/kelurahannya dengan meminta fee dan/atau imbalan (bisa bempa uang atau yang
lainnya) maka bamlah hal tersebut dapat dikatakan sebagai PUNGLI, namun PUNGLI
yang dilakukan oleh oknum petugas BPN RI bukan isntitusinya, dan oknum seperti tni
layak diganjar dengan hukuman sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang
berlaku.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, PRONA tidak gratis. Ada dua klasifikasi biaya prona yaitu; BIAYA
PENGURUSAN biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang timbul akibat adanya
permohonan hak atas tanan melalui PRONA, berupa; satu set komplit permohonan hak
atas tanah yang telah dipasang materai dan dibubuhi tanda tangan-tandantangan pihak-
pihak yang berkepentingan benkut alas hak/surat bukti penguasaan atas tanah, Patok
Tanda Batas, kemudian biaya BPHTB dan PPh Final bagi yang terkena.

BIAYA PROSES vyaitu biaya yang ditanggung dan/atau dibiayai oleh negara
melalui APBN berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat BPN RI, di
antaranya; prakegiatan seperti penyuluhan/sosialisai PRONA kepada masayarakat calon
peserta, biaya kegiatan pengumpulan data yuridis atau pengumpulan data permohonan
hak calon peserta PRONA (tidak termasuk pengadaan blanko permohonan dan
kelengkapan admnisitrasi yang menjadi tanggung jawab peserta menyangkut
permohonan hak), biaya kegiatan pengukuran fisik bidang tanah, dan biaya-biaya
kegiatan lanjutan lain di Kantor Pertanahan Kab/Kota berupa Penetapan dan Penerbitan
SK Hak Atas Tanah, Pendafataran Hak serta Penerbitan Sertipikat (di luar kegiatan
PRONA dan/atau pendafataran tanah secara pribadi seyogyanya biaya atas kegiatan-
kegiatan ini ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk setoran ke negara atau dikenal
dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP sebagaimana diatur dalam PP 13 Tahun
2010 namun biaya tersebut digratiskan/dibebankan kepada negara sebagai salah satu
ciri khan PRONA)

Kedua, PRONA pada tataran praktis sebenarnya adalah merupakan kegiatan
sertipikasi tanah bersifat kolektif. Dari ciri sifatnya yang kolektif maka sudah barang
tentu hams dilakukan secara terkoordinir. Pemerintah Desa/Kelurahan memegang
perananan penting dalam hubungan ini. Tingkat koordniasi terletak pada level
pemerintahan desa/kelurahan sebagai stmktur pemerintahan terendah di negara ini yang
bertugas mengatur dan mengumsi hajat hidup warga di desa/kelurahan tersebut.

Logisnya, pemerintah desa/kelurahan-lah yang memahami data kependudukan
dan data penguasaan tanah-tanah yang ada di wilayahnya termasuk potensi konflik yang
ada di dalamnya. Dalam aspek pengumsan sertipikasi tanah yang dikuasai
masayarakatnya melalui PRONA, desa/kelurahan beperan penting dalam
menginventarisir sekaligus mengidetifikasi lapisan masyarakat golongan ekonomi
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lemah dan menengah (meski belum ada mjukan yang jelas dalam penentuan kelasifikasi
ini) yang layak untuk diusulkan sebagai calon peserta PRONA dengan memperhatikan
maksud dan tujuan PRONA temtama lapisan masyarakat ekonomi lemah dan menengah
sebagaimana dijabarkan dalam Surat Edaran tentang petunjuk teknis PRONA tersebut
di atas

Ketiga, pemungutan biaya PRONA bagi masyarakat peserta prona oleh kepala
desa/lurah dan/atau panitia desa dinilai bukanlah sebagai sebuah perbuatan pungli jika
sudah diatur secara jelas terperinci dan tersusun rapi dalam sebuah berita acara
kesepakatan besaran pungutan biaya PRONA telah disepakati dan telah teregister dalam
aganda surat menyurat pemerintah desa/kelurahan apakah pungutan terhadapa biaya
PRONA masih bisa dituduh sebagai PUNGLI? Rasanya tidak, sepanjang belum ada
aturan tentang sumber pembiayaan bagi peserta kegiatan PRONA yang semestinya
menjadi tanggung jawab pemohon dan selama penggunaan dana pungutan tersebut
tidak 'mengaliri' kegiatan- kegiatan yang sudah dibiayai atau memiliki sumber dana
yang jelas, sebut saja misalkan salah satu penggunaan dana tersebut adalah untuk
membayar upah atau honor petugas BPN RI yang turun ke lapangan.

Jelas hal tersebut bertentangan dan menyalahi sebab seperti yang telah dikatakan
diawal bahwa kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses penerbitan sertipikat PRONA
yaitu yang berkaitan dengan opersional kegiatan di level Kantor Pertanahan termasuk
honor-honor petugas BPN RI yang turun ke lapangan telah mendapatkan support dana
dart APBN sehingga jika dana yang dipungut dart masayarakat peserta PRONA masih
'mengaliri' BPN RI maka sudah terjadi tumpang tindih pendanaan bagi personil BPN
RI.

2. Saran

Pertama, bahwa masih teradapat kelemahan dalam Surat Edaran Kepala BPN RI
cq. Deputi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor 963-310-D.II tanggal 28
Maret 2008 dan Nomor 1659-310-D.1l tanggal 16 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis
PRONA terutama terhadap batasan-batasan klasifikasi masyarakat ekonomi lemah dan
menengah sehingga perlu segera dirumuskan petunjuk teknis PRONA yang barn.

Kedua, bahwa biaya-biaya PRONA yang ditanggung negara melalui APBN
masih terbatas hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis di tingkat Kantor
Pertanahansementara biaya lain masih harus ditanggung pemohon/masyarakat selaku
peseta PRONA, untuk itu perlu disarankan ke depan agar pemerintah juga menyusun
draft pembiayaan yang sifatnya non teknis yang selama ini dipungut dari masyarakat
agar juga dianggarkan ke dalam APBN, sehingga tidak menimbulkan gejala sosial di
tengah-tengah masyarakat yang berunjung pada meja hijau.
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Assalammua alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Dengan hormat,

Berkaitan dengan penerbitan Majalah Varia Justisia Edisi Volume 10 No,! Maret
2014 Fakultas Hukum Universitas Muhsmmadiyah Magelang, telah teriadi kesalahan
penulisan identitas asal instansi bupak Fajarudin, pada halaman 1213, bagian footnote tertulis
: Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang seharusnya : Dosen Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

Kami Dewan redaksi Majalah Varia Justisia Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang mohon maaf atas kesalahan penulisan tersebut,

Demikian pemberitahuan ralat ini agar dapat dipergunakan sebagaitmana mestinya.

Wassalammu ‘alaikum Warohmatulluhi Wabarokatuh
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Assalammua ‘alatkum Warohmatullaht Wabarokatuh.

Kami Redaksi Majolah Varia Justisia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang telah menerima artike! yang bapak kirim dan dinyatakan layak untuk dimuat daiam
Edisi Volume 10 No.1 Maret 2014,

Demikian atas kerjasama yang baik diucapkan terima Kasih.

Wassalammu ‘alatkum Warohmatullah! Wabarokatuh,
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